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Cepat atau lambat kita harus mehyadari bahwa bumi juga

hidup tanpa polusi. Yang harus dipahami umat manusia
tidak bisa hidup tanpa bumi, tapi planet ini bisa hidup tanpa

- Evo
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KLH 2074-2079,
ANIARA DrS_KUSr DAlir EKSEKUSI

(Artikel khusus buku Keberlanjutan Lingkungan)

Obh: Sultarto Wijoyo

PILPRES 9 Juli 2014 telah dihelat dan '}[NI terpanegil untuk

datang menentukan sekaligus memenangkan pilihannya. Hasilnya

diumumkan KPU pada 22 Juli 2014 yang untuk selanjutnya panggung

politik diperlihatkan melalui mekanisme hukum di MK. Kita semua

mengetahui a?a yang kemudian terjadi dan siapa yang sepatutn)/a

memimpin RI sesuai dengan putusan lembaga perpilpresan yang dilantik

20 Oktober 2014. Publik menyimak bahrva Pasangan Prabowo-Hatta dan

Jokowi-JK sama-sama mengusung tema linekungan untuk diperhatikan

densan kesungguhan jiwanya. Lihat dan perhatikanlah janji-.ianjinya

dalam kampan),e maupun materi debat Capres-Cawapres. S1'ukurlah

kedua pasangan itu memang memanegul amanat untuk melindungi

lingkungan. Itulah salah satu alasan kenapa saya harus rajin datang ke

TPS untuk meucoblos sebagai tindakan demokrasi yang bertanggung

jawab. Andai demolirasi membolehkan yang menang berhai< memilih

Capres yang kalah untuk menjadi wakilnya, tentu itu sangat penting

meniadi instrumen perekatan persaudaraan. Alih-alih mengamalkan

d.molirasi (keralg-atan) yang dipimoin oleh hikmah liebijaksanaan dalam

permils)/awa-ratan pen'rakilan, model prinsip keempat dari Pancasila.

LJsai pilpres digelar dengan segala hingar meski tanpa bingar, kita

selaku pelekrr pemahaman lingkung.,n terpanegil untuk menyikapri
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beragam komentar mengenai kelembagaan lingkungan nasional. KLH

rnenjadi sorotan yang selayaknya disorongkan kepada Presiden terpilih

unruk mendudukkan 1',ada tcrrlpat 1'ang terhormat. Masalah kelembagaan

lingkungan memang memiliki konsepsi hisroris yang merentang sebagai

tanda bahwa dunia sangat berperhatian atasnya. Perhatikanlah bagaimana

hal ini ramai dibincangkan sejak era Deklarasi Stockholm maupun

Johannesburg. Kami tahu bahwa pada tanggal 26 Agustus-4 September

2002 di Johannesburg diselenggarakan "Tlte'lYorld Surnmit on Sustainable

Deuelopment" (\7SSD) yang menghasilkan Deklarasi Joha:rnesburg

dan menegaskan kembali pentingnya pembangunan berkelanjutan

sebagaimana disepakati pada "7he United Nations Conference on

Enuironment and Deuelopmen " (UNCED) tanggal 3-14 Juni 1992 di

fuo de Janeiro. Dalam "Plan of Implementarloz"'!7SSD pada bagian

"strengthening institutional fameraorhs for sustainable dzuelopment at the

national leuel", angka 145 dinyatakan, mengenai States should: Continue

to trromdte colterent and coordinated aooroaches to institutional frameworks

for sustainable deuelopment at all national leuels, including through, as

appropriate, the establishment or strengthening of existing authorities and

rnechanisms necessary for policy making, coordination and implementation

and enforcement of laurs. Demikian pula kesepakatan-kesepakatan

internasional tahun 2012-2014 ini.

Aspek hukum lingkungan yang perlu disempurnakan sejak saat

itu adalah "hehmbagaan tt)etaenang pengelokan lingkungan" untuk

mendukung "integrated enaironmental management". Di samping itu,

"intrumen pengendalian Penc€mardn lingkungan" seperti Baku Mutu

Lingkungan (BML), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

dan Izin Lingkungan yang telah dirumuskan dengan jelas sesuai dengan

fungsinya, harus dijalankan dengan baik. Begitu .iuga perwujudan

'prinsip pencerndr membayar" berupa pajak atau pungutan pencemaran

perlu didayagunakan sedasar dengan Principle l6Deklarasi Rio: I{ational

authorities should endeauour to promote the internatization of en,tironmental

costs and use of economic instraments, tahing into account the approach that

the polluter should., in principb, bear the cost ofpolhtion, with due regard to

the public interest and without distorting international tradz and inuestment.

ffi



Tentu kelembagaan KLH mengundang perhatian agar terus mem-

perhatikan luasnya Pengertian "lingkungan (hidup)", sehingga perangkat

hukum yang berkaitan sangat banyak, baik yang bersifat nasional'

maupun daerah, terutama yang sifatnya sektoral, walaupun dinyatakan

bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan secara terpadu ("integrated

enuironmental management'), namun kenyataannya kelembagaan ling-

kungan tetap berad a pada in5lilrrsi "bhineka tunggd ika", terutama oleh

banyaknya kemenrerian rerkait. untuk itulah merupakan suatu hal yang

perlu unruk dikutip norma kelembagaan y^ng diatur dalam UUPPLH

dengan utuh: Pasal 63 ayat (l) menyatakan bahwa dalam perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang,

sebagai berikut.

1. menetapkan kebilakan nasional;

2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH

nasional;

4. menetapkan dan melaksanakan kebilakan mengenai KLHS;

5. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan

UKL-UPL;

6. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan

emisi gas rumah kaca;

7. mengembangkan standar kerja sama;

g. mengoordinasikan dan melal<sanakan pengendalian Pencellraran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

g. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya

alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya

genedk, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

10. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian

dampak perubahan iidim dan perlindungan lapisan ozon;

11. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai 83, limbah,

serta limbah B3;

12. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan

lingkungan lauu

.l
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14.

15.

16.

17.

l8

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemararr

dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;

melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan

dan peraturan perundang-undangan;

mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian

perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;

mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan peng-

aduan masyarakat;

menetapkan standar pelayanan minimal;

menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum

adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;

mengelola in[ormasi lingkungan hidup nasional;

mengoordinasikan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pe-

manfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;

memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaatr, dan penghargaan;

mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan

hidup;

menerbitkan izin lingkungan;

menetapkan wilayah ekoregion; dan

melakukan penegakan hukurn lingkungan hidup.

r9

20

2l
22

23.

24.

25.

26.

27.

Ayat (2) Pasal tersebut menyatakan: dalam perlindungan dan pe-

ngelolaarr lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan ber-

wenang.

1. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;

2. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;

3. menetapkan dan mel'aksanakan kebijakan mengenai RPPLH pro-

vinsi;

od'**n
,"g$Srfffi.,14I
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4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan

UKL-UPL;

5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas

rumah kaca Pada tingkat Provinsi;

6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

7. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Pencemaran

danl ataukerusakan lingkungan hidup li ntas kabupaten/kota;

g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ke-

bijakan, Peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/

kota;

t2.

melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan Penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan

dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hiduP;

mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

mengoordinasikarr dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian

perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;

melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada

kabupaten/kota di bidang Program dan kegiatan;

melaksanakan standar pelayanan minimal;

menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum

adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup pada tingkat provinsi;

mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;

mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi

ramah lingkungan hidup;

memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan

melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat

provinsi.

10

1l

13.

r4.

15.

16.

17.

18.

19.

ffiiffi



Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peme-

rintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang yang menurut ayat (3)

mencakup.

1. menetapkankebijakantingkatkabupaten/kota;

2. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;

3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH

kabupaten/kota;

4. menetapkan dan melaksanakan kebilakan mengenai amdal dan

UKL.UPL;

5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas

rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;

6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

7. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

B. memfasilitasipenyelesaiansengketa;

9. meiakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan

dan peraturan perundan g-undangan;

10. melaksanakan standar pelayanan minimal;

11. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum

adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup pada tingkat kabupaten/kota;

12. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

13. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi

lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

14. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

15. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan

16. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat

kabupaten/kota.

27:19:16 adalah rumusan kewenangan pemerintahan dalam per-

lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 27 kewenangan milik

Pusat, 19 ada di Provinsi dan 16 di Kabupaten/Kota. Kalau membaca

jumlah kewenangan yang terekam dalam sederet norma itu, tentu

r,"".,*{$x-" 
' 
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bobot kewenangan ini sudah sangat berarti dalam segala dimensinya

untuk menyelematkan lingkungan. Kelembagaan lingkungan (tingkat)

nasional dilakukan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan

bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing yang dikoordinasi

oleh Menteri. Norma ini menyangkut hubungan kerja sama mengenai

pelaksanaan wewenang yang menurut Agenda 21 mengedepankan

wawasan,,integrated enuironrnental management (policy) approaches".

Norma hukum demikian jelas sesuai dengan konsep "integrated

enuironmental management system", Diharapkan, kelembagaan lingkungan

dapat segera dilakukan oleh satu institusi yang berwenang penuh secara

integratif di bidang Proses pengambilan keputusan yang mempunyai

dampak signifikan terhadap lingkungan' KLH mendapat memorandum

hukum untuk menjalankan puluhan kewenangan yang diatur dalam uu
ppLH. Bahasa yang mengikuti debat capres adalah: saatnya kervenangan

yang melekat pada KLH tidak untuk didiskusikan melaikan dieksekusi'

KLH wajib mengeksekusi kewenangannya dan bukan mendiskusikannya.

Semoga Kabinet Presiden Terpilih Tahun 2014-2019 berani meng-

eksekusi kompetensinya secara penuh dalam mengambil keputusan

terhadap lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus

dimulai dengan "perencanaan lingkungan" ("enuironmental phnning')

yang matang dan eksekusi yang kuat. Penegakan hukum lingkungan

perlu terus digelorakan secara TSM mengikuti bahasa yang berkembang

di MK, yakni Terstruktur, Sistemaris, dan Massif. Di kala lingkungan

diladikan salah satu program prioritas, maka diusulkan agar Penyusunan

Kabinet ditetapkan unruk mewujudkan kapasitas kelembagaa n yang hua t.

Kita semua tahu bahwa penyelamatan lingkungan dewasa ini berada pada

titik yang jangan sampai sulit dikendalikan secara berkelanjutan. Kata

lingkungan agar dipakai sebagai "azimat sakti" pembentukan Kabinet,

bersama dengan artian ciemokrasi serta HAM ' Green spirit'

198


